BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tinjauan Umum
2.1.1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah semua upaya menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang
lain.

Pada dasarnya, ada dua instrmen hukum utama yang menjadii
landasan kebijakan perlindungann konsumen di Indonesia, yakni: Pertama,
Undang-Undang Dasar 1945, sebagaii sumber dari segala sumber hukum di
Indonesia, mengamanatkans bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adili dan makmur. Kedua, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-
undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk
mendapatkan perlindungan atas kerugian yang diderita karena transaksi

suatu barang dan jasa.

2.1.2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum

konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat

10



mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan
konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-
asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hidup®.

Pengertian Pengaturan sesuai Putusan MK Nomor 18/PUU-XV11/2018
menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap
jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi)
dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi
jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku
sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Kemudian menurut Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi: Pihak yang
terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang

lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau

® Shidarta, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, hal. 9
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menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan
bunga.

Pengaturan juga mendasar pada Pasal 335 (1) KUHP yang berbunyi :
“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa secara melawan hukum
memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan
sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman
kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak
menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Pasal 362
KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan
ratus rupiah”. Pasal 365 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Dengan hukuman
penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
orang, dengan maksud akan menyiapakan atau memudahkan pencurian itu
atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya
sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan
melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”.
Pasal 368 (1) KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud hendak

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa
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orang dengan kekerasan atau ancaman Kkekerasan, supaya orang itu
memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk
kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu
membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Pasal 369 (1) KUHP
yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri
sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan
ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan
ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu
barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri
atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau
menghapus piutang, dihukum karena mengancam dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun”.

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya
disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang
Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan’’.
Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK

8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan
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atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan

hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi’’.

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, vyaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti
materiil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang

dikonsumsi dan digunakan.
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. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen
menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK 8/1999 bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan,
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan konsumen.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
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. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang
. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi dan jaminan barang
. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan
. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut
. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
. Hak untuk memperoleh ganti kerugian
. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 UUPK 8/1999, yaitu:
. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Hak pelaku uasaha dalam Pasal 6 UUPK 8/1999, yaitu:
. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

diperdagangkan;
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2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif

3. Menjamin  mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku;

4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang

diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2.1.4. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia
a. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia
adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut

pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu:
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“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang
tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi
penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan
terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya
penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya
kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap
dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Proses dan persyaratan perjanjain fidusia

Perusahaan pembiayaan adalah perusahaan yang menyewakan
atau mendanai seseorang yang mau membeli suatu barang dengan
menawarkan jasa pembiayaan.

Kosumen bisa langsung mendapatkan barang yang diinginkan,
namun diwajibkan untuk melunasinya secara mencicil dalam periode
yang telah disepakati.

Pada penerapannya, perusahaan pembiayaan (kreditur) akan
memberikan jaminan pembiayaan kepada penerima kredit (debitur)
yang memenuhi syarat perjanjain fidusia (kredit). Persyaratan tersebut
menjadi dasar diberikannya kredit.

Syarat perjanjain fidusia yaitu :

1) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

KTP orang tua jika pemohon masih lajang dan tinggal di rumah
orang tua.

KTP pribadi dan KTP suami/istri jika pemohon sudah menikah.
Kartu Keluarga atau Surat Nikah.

Bukti kepemilikan rumah atau bukti tempat tinggal (Tagihan
Telepon/Rekening Listrik/PAM/PBB/AJB).

Bukti atau keterangan usaha (Wiraswasta/Profesional).

Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya (pemohon a/n
perusahaan).

Bukti Tanda Daftar perusahaan dan Surat ljin Usaha dan
Perdagangan (pemohon a/n perusahaan).

Bukti penghasilan berupa slip gaji tiga bulan terakhir.

10) Bukti mutasi rekening tiga bulan terakhir.

11) Fotokopi NPWP.

12) Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun.

Sifat Jaminan Fidusia

1)

2)

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accessoir,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia
merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu
prestasi.”

Selalu mengikuti bendanya (droit de suite).
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3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat
pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak
yang berkepentingan.

4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi
dapat dilakukan melalui lembaga parate executie.

5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak
preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang
didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya,
sebagimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

2.1.5. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU

No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

(1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

(2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

" Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2013, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hal. 135.
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d.

Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut
meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat
kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan
pekerjaan.

Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam
perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup
dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan
mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi
obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu
berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang
jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan
fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda
tersebut.

Nilai penjaminan.

e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang

dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan

penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris

merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak

beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik
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dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan
objek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia
dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk
apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya
membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan
yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga
fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat

didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia®.

2.1.6. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi
penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai
benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang
didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena
kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Mengenai pendafataran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 (1)
Peraturan Meneri Keuangan Rl Nomor 130/PMK.010.2012 yang berbunyi
: ““ Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk

kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib

& Munir Fuady, 2013, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.
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mendaftarkan jaminan dimaksud pada Kantor Pendaftaran fidusia, sesuai

undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia”.

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal
11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan
bahwa :

(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

(2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar
wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUJF, pendaftaran jaminan fidusia
dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat Il
(kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tingkat Provinsi.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke
Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya
melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan
fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999)

a. ldentitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia

b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris

yang membuat akta Jaminan Fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia.

d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
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e. Nilai penjaminan.
f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan
Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan
tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan
Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai
tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendafatran
Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor
Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada)
mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon
atau Penerima Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”.
Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial,
yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan
Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses
persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta
mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :
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(1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan
pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui
setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau
wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan
Fidusia kepada Menteri.

(2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Nomor dan tanggal sertifikat Jamianan Fidusia yang akan

diperbaiki.

b. Data perbaikan.

c. Keterangan perbaikan.
(3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.

b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

c. Salinan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia

diterbitkan. (Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015).

2.1.7. Hak Preferensi Pemegang Fidusia
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Ketentuan KUHPerdata dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk
didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada
kreditur pemegang:

a. Hipotik (untuk kapal laut )

b. Gadai

c¢. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
d. Fidusia

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada pasal 27 ayat
(2) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi adalah hak penerima fidusia
untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia.” Sedangkan mengenai kedudukan hak
preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau
likuidasi, telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUJF, yang berbunyi: “Hak
preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau
dilikuidasinya debitur.” Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau
dilikuidasi maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima
pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang obyek fidusia
dan jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada kreditur lainnya.
Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas
satu obyek jaminan fidusia, maka berdasarkan pasal 28 UUJF hak
preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya ke

Kantor Pendaftaran Fidusia.
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Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada
penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:®

a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir
tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.

b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak
terdaftarkan tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia diangap
lahir setelah didaftarkan.

c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-undang No. 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2.1.8. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia
Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal

24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal

19 UUJF ini berbunyi:

(1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban
penerima fidusia kepada kreditur baru.

(2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada
Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang
dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang

dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau

® 1bid, him.42
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menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang
dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada
penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang
melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor
Pendaftaran Fidusia®.

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima
fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas
piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia
dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada
pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia tetap
mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa
pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa
pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi
obyek jaminan fidusial®.

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang
yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum
segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
Selanjutnya kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran
Fidusia.

Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang

dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi

10 Salim H.S. 2014, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 87-88.
1 1bid, him.88
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jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana

diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, yaitu:

a.

b.

Hapusnya hutang yang dijaminkan secara fidusia.
Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena
pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat
kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka
adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin
pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang,
maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus,
dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau
bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh
kreditor. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia
dapat berupa:

1) Utang yang telah ada;

2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perjajikan
dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari
yang dikenal dengan istilah “kontijen”, misalkan hutang yang
muncul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur guna
kepentingan debitur dalam pelaksanaan garansi bank.

Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia,

maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh
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penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia
sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk
mempertahankan atau melepaskan haknya.
c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan kalim
asuransi.
Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan
menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut
diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia*?.
Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi
kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk
memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia
mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya
hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri
dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan
diterimanya pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan
Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:
a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku

daftar fidusia.

12 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op,Cit,. hal 156-157.
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b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari
buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat
keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang
bersangkutan tidak berlaku lagi.”*®

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan
fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia
sebagai perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu
perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena
alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan
fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar karena
pihak penerima fidusiaa bebas untukk mempertahnkan haknya atau
melepskan haknya.

Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga
hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya
musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab,
maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena
menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia
meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan

fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

13 1bid, him.88
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Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib
diinformasikan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran
Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang,
pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi
obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari
ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “Apabila
terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat
jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan
pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan
pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan
menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia
yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut
adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak
ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan

Jaminan Fidusia.

2.2.Tinjauan Khusus
2.2.1. Penarikan Paksa
Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering,
dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan.
Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Eksekusi adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia,
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berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan
bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan
tersebut”.

Menurut R. Subekti mengartikan Eksekusi adalah:*

“mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum,
memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut
dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan
mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan
putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan
padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum”.

Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan
aturan prosedural yang tertuang dalam HIR/RBG. Pengertian penegakan
sama dengan penegakan putusan pengadilan, tidak lain adalah penegakan isi
putusan pengadilan, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa
dengan bantuan pengadilan. pihak yang kalah (pengadilan debitur atau
tergugat) tidak mau memaksakannya secara sukarela.

Eksekusi adalah bagian dari proses penyelesaian permasalahan hukum.
Dari sudut pandang penegakan hukum, subjek penegakannya bukan hanya
keputusan hakimm dan Akta Besar. Berdasarkann uraian di atas dapat
disimpulkann bahwa pengertian pemaksaan dalam perkara perdata adalah
upaya krediturr untuk melaksanakan haknya dengan paksaan apabila debitur
tidak dengan sukarelaa melakukan kewajibannya. Tindakan kasar dan

pelaksanaan keputusan organisasi yangg berwenangy atau bahkann kreditur

Secara sewenang-wenang.

14 R. Subekti, op.cit, hal 48
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Cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek
jaminan fidusia harus betul-betul memenuhi secara lengkap sebagaimanaa
yang telahn ditentukan, baikk dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-
Undang Jaminann Fidusia. Jika dilkukan penyimpangan atau bertentangann
dengan maksuda dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusii jaminan fidusia
ini, maka eksekusii trhadap bendaa yang menjadi objek jaminan fidusia dapat

btal demi hukum.

2.2.2. Pengaturan Perundang-undangan Tentang Penarikan Paksa
Pengaturan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur sesuai
dengan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia,yang menyatakan bahwa apabila
debitur atau pemberi fidusia wanprestasi, pelaksanaan eksekusi terhadap
benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia;

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan
penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. Penjualan di bawah tangan yang dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, hal ini dilakukan agar dapat
memperoleh harga tertinggi, sehingga mengguntungkan para pihak.

Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek

jaminan fidusia pada waktu eksekusii dilaksanakan, maka sesuaii dengana
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Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, penerima fidusia berhak mengambil benda
yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan
pihak yang berwenang.

Adapun syarat teknis yang mengatur pelaksaaan eksekusi apabila pihak
pemberi fidusia tidak mau menyerahkan barang fidusia yaitu :

a.  Terhadap jaminan fidusia tersebut tercapat Sertifikat Jaminan fidusia
yang terdaftar;

b.  Surat kuasa dari pihak penerima fidusia kepada Pihak ke tiga (debt
collectro) dalam melaksanakan eksekusi barang jaminan fidusia;

c.  Setifikasi Profesi debt collector;

d.  Surat teguran sebanyak 3 kali dari kreditur kepada debitur kaitannya
dengan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan disertakan
tanda terima surat.

Ada dua kemungkinan darii hasil pelelangan atau penjualan barangg
jaminans fidusia, yaitu:

a. Hasil eksekusii melebihii nilaii penjaminan maka penerima fidusiaa wajib

mengembalikann kelebihan. tersebut kepadaa pemberii fidusia;

b. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, maka debitur atau

pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

2.2.3. Akibat Hukum Dari Penarikan Paksa

Debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya

cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran
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hukum, yakni melanggar perjanjian. Dalam hal ini kreditur (dealer sepeda
motor) memiliki hak untuk mengambil barang yang telah diserahkan kepada
konsumen dengan mengutuss debt collector untukk menyita barangg jika tidak
berhasil menagih hutang.

Relasi hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli,
atau penerima kredit dan bank) awalnya dimulai dengan perjanjian. Seorang
pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian
jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi - tidak
melaksanakan kewajibannya melunasi kredit — maka berdasarkan alasan
syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Karena batalnya
perjanjian oleh karena itu kreditur dapat mengambil kembali barang yang
telah diberikan kepada debitur.

Tapi pembatalan tidak gampang dilakukan oleh kreditur. Pembatalan
perjanjian itu harus diputuskan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya
putusan pengadilan tidak ada pembatalan. Bila kreditur tetap memaksa
melakukan pengambilan, maka tindakan itu merupakan pelanggaran hukum.
Karena tndakan mengambil paksa brang oleh kreditur dan debt collector-nyaa
adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana
pencurian (pasal 362 KUHP) — mengambil barang yang sebagian atau
seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Atas pelanggaran hukum
tersebut, konsumen berhak melaporkannya kepada polisi.

Kreditur tidak boleh sepihak dengan cara paksa dan kekrasan menarik

kendaraann debitur yang membayar angsuran. Pasalnyaa dengan terbitnya
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peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus
2012, kreditur harus melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Jika tidak, maka
kreditur (leasing) tidak bisa menyita aset konsumen.

Menurut Pasal 1 PMK No. 130/PMK.010/ 2012, Perusahaan
Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan
bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan
fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan keluarnya
peraturan ini, maka semua perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan
fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya.

Pada pasali 2 PMK No. 130/PMK.010/2012, mengatakan Perusahaan
Pembiayaan wajib mendftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran
Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal
perjanjian pembiayaan konsumen. Bila Perusahaan Pembiayaan belum
memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan
fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No. 130/PMK.010/2012,
Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan pengambilan benda

jaminann fidusiaa berupa kendaraann bermotor tersebut.

2.2.4. Debt Collector
Debt collector yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “debt” dan
“collector”. “Debt” berarti hutang dan “collector” berarti pengumpul,
sehingga debt collector dapat dikatakan sebagai penagih hutang. Namun

istilah debt collector dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang
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mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak layak dipergunakan
di perusahaan pembiayaan Indonesia.

Pihak Finance biasany menyebut dengan “Agency Penagihan”.
Agencyy Penagihan adalah pihak ketiga penghubung diantara kreditur
dengan debiturr dalam hal penagihan hutang kartu kredit. Penagihan tersebut
hanya dilakukan apabila kualitass tagihan kredit yang dimaksudd telah
termasuk dalam kategori kolektbilitas diragukan, macet, dan bermasalah.*®

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 dimana dalam Pasal 65 (5)
menyebutkan “Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Pembiayaan
yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki
sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di
bidang pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan”. Dengan ada
dasar hukum ini perusahaan pembiayaan harus memastikan bahwa pihak ke
tiga (debt collector) yang diberikan tugas untuk melaksanakan penagihan
dan eksekusi jaminan fidusia harus memiliki Sertifikasi Profesi.

Selanjutnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur tentang
Agency penagihan, namum Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
14/2/PBI1/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/20/DPNP perihal
Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan

Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain mengatur mengenai tata

15 Masrudi Muchtar. 2013. Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana. Yogyakarta:
Aswaja Presindo. him. 3.
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2.2.5.

cara pelaksanaan alih daya, termasuk salah satunya kegiatan penagihan
hutang oleh Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) yaitu pihak ketiga yang secara
umum masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Agency Penagih.

Dasar kerja Agency Penagih adalah bekerja berdasarkan kuasa dari
kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdata menyebutkan
bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang
memberikan memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang
menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Hal ini
mengartikan bahwa Agency Penagih sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa
dari bank yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang sehingga
pekerjaan Agency Penagih dianggap sah selama dalam proses penagihannya

dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum.

Eksekusi dan Peraturan Pelaksanaannya

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai
dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap tidak
menjalankan kewajibannya secara baik atau kalau demi perikatannya
sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.
Dalam UUJF tidak menggunakan istilah wanprestasii tetapi cidera janji,
sebagaimana diaturr pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabilaa debitur
cidera janji, penerimaa fidusia mempunyai hak menjuali benda yang menjadi

objek jaminan fidusiaa atas kekuasaannyaa sendiri.
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Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1)
UUJF vyaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi
terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan
cara:

a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan
Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat
diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang
jaminan fidusia, yaitu:®

a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap
lunas.

b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi

fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.

16 Titik Triwulan Tutik, 2013, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana,
him. 187
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Dalam prakteknya, sungguhpun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi
tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat
gugatan biasa ke pengadilan?’.

Berkaitan eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, Munir Fuady
berpendapat, walaupun tidak disebutkan dalam UUJF pihak kreditur tidak
menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepengadilan.
Sebab keberadaan UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak
untuk meniadakan hukum acara yang umum, tapi untuk menambah
ketentuan yang dalam hukum acara umum?,

Guna mencegahn terjadinya penyimpangann eksekusii yang telah
ditetapkann dlam Pasal 29 ayat (1) UUJF maka ada larangan tegas
sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk
melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.

Apabila pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan,
penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan
apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwnang.

Otoritas Jasa keuangan juga mengatur mengenai prosedur yang harus

ditaati oleh perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan penarikan paksa

7 Munir Fuady, op. cit., him. 62.
18 1bid, him.63
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barang jaminan fidusia, tertuang dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 30/POJK.05/2015 Tahun 2014.

Tentunya dengan diterbitkannya parturan ini dapat memberikan
kepastian hukum bagi pihak perusahaan pembiayaan dan pihak konsumen
yang mana ini sesuai dengan Pasal 2 (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 30/POJK.05/2015 Tahun 2014 yang berbunyi :” Dalam melakukan
kegiatan usaha, Perusahaan wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya
secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri

jasa keuangan yang berada dalam pengawasan OJK”.
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